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INTISARI 

 

Judul Skripsi penulis, adalah “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya  dan Beracun (B3) Tanpa Izin”.   

Masalahan penelitian penulis adalah : Faktor apa yang menyebabkan pelaku 

melakukan tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya tanpa izin, 

Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan 

beracun berbahaya tanpa izin dan Mengapa terhadap pelaku tindak pidana 

pengelolaan limbah bahan berbahaya  dan beracun ada yang diputus bebas dan 

ada yang diputus pemidanaan?. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah 

bahan berbahaya  dan beracun tanpa izin, untuk mengetahui akibat hukum bagi 

pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya  dan beracun tanpa 

izin, serta untuk mengetahui . Alasan pelaku tindak pidana pengelolaan limbah 

bahan berbahaya  dan beracun  ada yang diputus bebas dan ada yang diputus 

pemidanaan 

Sifat penelitian penulis adalah “Deskriptif”, yaitu memberikan gambaran 

permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum 

normative. Variable yang digunakan yaitu : Variabel bebasm  dan Variabel 

Terikat  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah bahan 

berbahaya  dan beracun tanpa izin, adalah faktor mencari keutungan, Faktor 

kurangnya pengawasan perizinan 

2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya  

dan beracun tanpa izin, yaitu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, 

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta 

martabat, Terdakwa dipidana penjara, Terdakwa membayar denda, dan 

Terdakwa membayar biaya perkara 

3. Alasan pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya  dan beracun  

ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pemidanaan? 

a. Terdakwa diputus bebas karena Terdakwa dalam pengelolaan limbah B3 

telah dilakukan secara benar dimana Slag Nikel yang dimanfaatkan 

terdakwa dalam kegiatan usahanya telah dapat diturunkan radioaktifitas 

dalam penggunaan Slag Nikel tersebut, Terdakwa bukanlah pemilik dan 

direktur UD. Logam Jaya Mandiri, Terdakwa sebagai penanggungjawab 

operasional di UD Logam Jaya atau lebih tepatnya sebagai karyawan di UD 

Logam Jaya dan Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) 

mengharuskan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) 

dan yang disuruh (plegen), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan 

peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian, 

dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu 

peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain (plegen) yang harus 

dipandang sebagai suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat 

dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

b. Terdakwa diputus pemidanaan karena  Para terdakwa terbukti tidak memiliki 

ijin pengangkutan limbah B3, Terdakwa memberikan sisa abu peleburan 
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aluminium kepada warga desa tanpa memberitahukan bahwa limba tersebut 

berbahaya dan Jenis kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan ijin 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Memiliki manifest. 

 

     Kata kunci: Tindak Pidana, Pengolahan Limbah B3, Ijin.  
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